
PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 14/DPRD/2020

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan Rencana
Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat pada setiap tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang
Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);
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5.

7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor2);

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

KEDUA

:

:

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU sebagai pedoman Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan
kegiatannya.



-3-

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran
2021.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku per tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 24 September 2020

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

SURIANSYAH






